






















































PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSANDEWANPERWAKII,ANRAICTATDAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2OI9

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATANDANBELANJADAERAHSERTAPRIoRITASDANPLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI9

PIMPINANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi

Kebijakan Urrrr* Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang *"rry"6"bk"t' pergeseran antar unit
organisasi ".rt^r 

kegiatan dan antar jenis belanja, yang

mJnyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran

bJrjalan, maka peilu dilakukan perubahan Anggaran

eendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu

menetapkan Persetujuan Penetapan t<eltj-at<an Umum
Perubahan anggarai Pendapatan dan Belanja Daerah

serta prioritas Jin Plafon Anggaran Sementara Perubaha,
APBD KabuPaten Rembang Tahun 2Ol9;

C.bahwauntukmaksudtersebutpadahuruf".q3"hurufb,
;;;i; persetujuan pimpinan Dewan perwakilan Rakyat

Daerah KabuPaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Und.ang Nomor. ].3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalaun

Lingkungan Propinsi Djaw'a Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Und.ang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang
perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oo7 tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

Undang-UndangNomor23Tahurr2o|4tentang
Pemerintahan Daerah;

peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah;

peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenta.ng

Retribusi Daerah;

peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pembahan Atas Peraturan
pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan LaYanan Umum;

peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

L4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahnn
2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatta

cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2oL7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri SiPil;
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al7 tentang
Pembirraan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimai;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Atas Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBI)
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran pada tanggal 30
Juli 2019;

2. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Rembang tanggal 30 Juli 2019.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Persetujuan Penetapan Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Prioritas
pan plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2019.

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
IGSATU Keputusan ini kepada Bupati Rembaug.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2OL9

LAN RAKYAT DAE



NOTA KESEPAI(ATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATTN RTMBANG

DENGAI{

PIMPINAN DEIIIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

ItoMOR . OL9.6l 2L531 2ot9
NoMoR : O19.6/ 59O / 2OL9

TANGGAL : 3O Juli 2Ot9

TTNTAITG

KEBIJAI(AN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELAI{.IA DAERAH (KUPAI

TAIIUN AI{GGARAN 2OL9

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pdl

Jabatan : Bupati Rembang

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang

bertindak selaku dan atas nalna Pemerintah Kabupaten Rembang

2. a. Nama

Jabatan

Alamat

b. Nama

Jabatan

AIamat

c. Nama

Jabatan

Alamat

d. Nama

Jabatan

Alamat

H. Majid Kamil MZ.

Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

H. Gunasih ,S.8.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

fl.M. .lisri Cholil Laquf

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Ji. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sumarsih

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas narna Dewan Perwakilan

Raltyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggara:r

pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) diperlukan Kebijakan Umum

perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah



Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyustlnan Prioritas dan

Plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2}lg'
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum

perubahan APBD yang meliputi Perubatran asumsi-asumsi dasar dalam

penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 21lg, Kebijakan pendapatan, beLanja dan pembiayaan claerah,

yang menjacli dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran ')A19.

Secara lengkap l(ebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 20tg

disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dengan Nota KesePakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

perubahan Prioritas dan Plafbn Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran

2019.
Rembang, 3,0 Juli 2019

PIMPINAN
BI'PATI REMT}AISC,

Selaku,

WAITIL

PIIIAK PERTA}TAru
H. Abdul Hafldzn S.Pd.I

H.

II.M. Bisrl
WAIilL

W'AIflt KETUA

Laquf
A

Kamtl MZ



NOTA KESEPAKA?AN

AN'IARA

PEMI}RINTA}I KABTUPA?EN RTMBANG

DENGAN

PIMPINAN DTWAN PERUIAITILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RTMBANG

NOMOR : 019.6 l ZLSZ I ZOL9

NOMOR : O19.6 /S9B I ZOL9

TAIIGGAL : 3O JULI ZOtg
TENTANG

PRIORITAS DATI PLAFON AIIIGGARAIY SEMEITTARA

PTRUBAHAN (PPASPI APBD TAIIUU AITGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: H. Abdul Hafidz, S.Pd.I

: Bupati Rembang

Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Rembang

H. Majid Kamil MZ

Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

H. Gunasih, S.E.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jt. P. Diponegoro No. 88 Rembang

H. M. Bisri Cholil Laquf

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sumarsih

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas narna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2019 yang disepaka.ti bersama antara
DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

1. Nama

Jabatan

2. a. Nama

Jabatan

Alamat

b. Nama

Jabatan

Alamat

c. Nama

Jabatan

Alamat

d. Nama

Jabatan

Alamat



penyu$unan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2*L9.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DpRD
dan Pemerintah Daerah tentang Keb{jakan Umum perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019, para plhak sepakat terhadap Prioritas dan plafon Anggaran
sementara Perubahan APBD ?ahun Anggaran zolg, yang rneliputi renca..a
pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah ?ahun Anggaran zolg,prioritas
Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, plafon
Anggaran per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara progam
dan kegiatan, Plafon Anggaran Betanja tidak langsung d.an renc6ula pengeluaran
pernbiayaan daerah Tahun Anggaran UAlg.
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan ApBD
Tahun Anggaran 2a1,9 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahufi Anggaran
2019.

BIIPAfI RTMBAISG
Selahu,

PIIIAK PEIITAU,Ih

Rembang, 3O Juli tOIg

PIMPIil'AII
DEqIAII PERITAIfiLITIT RAITYAT DATRATI

XABI'PATPTT RTMBAIIG
$elaku,

PIITAI( KEDUA

tI. Gunra*ihrS.E.
WA.KIL KBTTIA

H.M. Eisri

Sumarsih
ITAKIT KTTUA

H, Ahdul Haf1dz, S.pd.I
Kamil trZ.


